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ORINEWS.id  –  Gubernur  Kalimantan  Selatan  (Kalsel)  Sahbirin
Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan
suap dan/atau gratifikasi.

Sahbirin Noor yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar
Kalimantan  Selatan  (Kalsel)  itu  diduga  terlibat  dalam
pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) yang berasal dari Dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2024.

Setelah  ditetapkan  sebagai  tersangka,  KPK  langsung
mengeluarkan  Surat  Perintah  Penangkapan  (Sprinkap)  terhadap
Sahbirin Noor.

Surat Perintah Penangkapan itu diterbitkan, karena Sahbirin
Noor kabur usai ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ikut
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terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas
permohonan  praperadilan  dari  Sahbirin  Noor  di  Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

“Sampai  saat  ini  termohon  (KPK)  masih  melakukan  pencarian
terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin Noor). Bahkan, termohon
telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) Nomor
06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian
ke  luar  negeri,  namun  keberadaan  pemohon  belum  diketahui
sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” kata Tim Biro
Hukum KPK Nia Siregar.

Oleh karena itu, KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka
dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadapnya.

Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan
kasus tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sahbirin
yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum
ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

KPK  menjelaskan,  penetapan  tersangka  terhadap  Sahbirin
berdasarkan kecukupan dua alat bukti yang sah.

Terlebih,  status  hukum  tersebut  merupakan  rangkaian  dari
tindakan tangkap tangan terhadap sejumlah orang yang terlibat
dalam  penerimaan  fee  dari  Sugeng  Wahyudi  (YUD)  dan  Andi
Susanto (AND) selaku pihak swasta sebagai pelaksana pekerjaan
pembangunan  lapangan  sepak  bola  di  kawasan  olahraga
terintegrasi,  pembangunan  kawasan  terpadu  dan  pembangunan
kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024.

“Kemudian  termohon  melakukan  pemeriksaan  terhadap  sejumlah
orang yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lain dan
berkesinambungan dengan alat bukti yang diperoleh oleh pemohon



yang semakin menguatkan keterlibatan dan peran pemohon dalam
dugaan tindak pidana korupsi a quo,” tutur Nia.

“Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap diri pemohon
dilakukan  secara  in  absentia  sehingga  tidak  diperlukan
pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum ditetapkan sebagai
tersangka,” tutur Nia.

Sahbirin Noor diduga menerima fee 5 persen terkait pengaturan
proyek. Nilainya sementara mencapai Rp 1 miliar.

Rp  1  miliar  itu  berasal  dari  Sugeng  Wahyudi  bersama  Andi
Susanto  terkait  pekerjaan  yang  mereka  peroleh,  yaitu
pembangunan  Lapangan  Sepakbola  Kawasan  Olahraga  Terpadu,
pembangunan  Kolam  Renang  Kawasan  Olahraga  Terpadu,  dan
pembangunan Gedung Samsat.

Selain itu, KPK juga menduga Sahbirin Noor menerima fee 5?ri
terkait  pekerjaan  lainnya  di  Dinas  PUPR  Provinsi  Kalsel.
Nilainya 500 dolar Amerika Serikat (AS).

Sahbirin,  Solhan,  Yulianti,  Ahmad,  dan  Agustya  disangkakan
melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B UU
Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Sugeng dan Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1
huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.

KPK mengungkap kasus ini dari OTT yang digelar pada 6 Oktober
2024.

Dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,
enam  orang  di  antaranya  langsung  ditahan.  Enam  orang  itu
diamankan dalam OTT.

Satu orang lain yang belum ditahan adalah Sahbirin Noor. Ia
tidak termasuk pihak yang ditangkap dalam OTT.

Di sisi lain, KPK telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi



untuk mencegah Sahbirin Noor bepergian ke luar negeri selama
enam bulan. (*)

Berikut  tujuh  tersangka  yang  ditetapkan  KPK  yang  diduga
terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) yang berasal dari Dana APBD Pemprov
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024:

Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan)

Ahmad Solhan (Kadis PUPR Prov. Kalimantan Selatan)

Yulianti Erlynah (Kabid Cipta Karya sekaligus PPK)

Ahmad (bendahara Rumah Tahfidz Darussalam, sekaligus pengepul
uang/fee)

Agustya  Febry  Andrean  (Plt.  Kabag  Rumah  Tangga  Gubernur
Kalimantan Selatan)

Sugeng Wahyudi (swasta)

Andi Susanto (swasta.[]


